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ABSTRACT 

The high frequency of landslide disasters occurring in the upper area of Semarang City requires 

coordinated and integrated post-disaster management. This study aims to analyze the 

coordination between the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Semarang City 

and other local government agencies (OPD), as well as to identify the inhibiting factors in the 

coordination process. This study focuses on inter-agency coordination in post-landslide 

disaster management within the governmental scope, while previous studies have primarily 

focused on government collaboration, disaster mitigation, and emergency disaster response. 

This research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques 

including interviews, observations, literature studies, and documentation. The results show that 

post-landslide disaster management has been carried out by utilizing information technology, 

such as WhatsApp Groups and the Lapor Semar platform, to accelerate information exchange. 

The existence of the Disaster Risk Reduction Forum (FPRB) also serves as an important forum 

for uniting efforts between volunteers and government agencies. Several coordination barriers 

were identified, including lengthy bureaucratic procedures in distributing unexpected 

expenditure funds (BTT), situational coordination patterns, and the absence of routine 

coordination schedules. The novelty of this study lies in its focus on post-landslide disaster 

coordination among local government agencies in Semarang City, emphasizing vertical and 

horizontal coordination patterns within the context of post-disaster rehabilitation and 

reconstruction. This study concludes that coordination requires stronger functional integration, 

bureaucratic simplification, disaster training and simulations, and the establishment of routine 

coordination schedules to improve the effectiveness of post-disaster management. 

Keywords : Coordination, BPBD, Landslide, Post Disaster Management, Semarang city 
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ABSTRAK 

Tingginya frekuensi bencana tanah longsor di Kota Semarang yang terjadi di wilayah semarang 

atas, menuntut penanganan pasca bencana yang terkoordinasi dan terintegrasi. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis bentuk koordinasi antara BPBD Kota Semarang dengan OPD 

lain dan mengidentifikasi faktor penghambat proses koordinasi tersebut. Penelitian ini 

mengambil fokus pada koordinasi antara OPD dalam penanganan pasca bencana tanah longsor 

di lingkup pemerintahan dan penelitian sebelumnya lebih berfokus pada kolaborasi 

pemerintah, mitigasi bencana dan penanganan tanggap darurat bencana. Metode yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, studi pustaka  dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 

penanganan pasca bencana tanah longsor sudah berjalan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi, seperti Whatsapps Group, platform lapor semar untuk mempercepat pertukaran 

informasi. Keberadaan forum FPRB menjadi wadah penting dalam menyatukan langkah antara 

relawan dan instansi pemerintah. Ditemukan beberapa hambatan koordinasi, seperti prosedur 

birokrasi penyaluran BTT yang panjang, pola koordinasi yang bersifat situasional, belum 

tersedianya jadwal koordinasi rutin. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian 

koordinasi pasca bencana tanah longsor antar OPD di Kota Semarang yang menitikberatkan 

pada pola koordinasi vertikal dan horizontal dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koordinasi memerlukan penguatan integrasi 

fungsi, penyederhanaan birokrasi, pelatihan dan simulasi bencana, pembuatan jadwal 

koordinasi untuk meningkatkan keberhasilan penanganan pasca bencana.   

Kata Kunci : Koordinasi, BPBD, Tanah Longsor, Penanganan Pasca Bencana, Kota Semarang 

PENDAHULUAN  

Terjadi peningkatan bencana alam 

tanah longsor di Kota Semarang dalam 

kurun waktu 2020 – 2023 dengan total 88 

kejadian tanah longsor (BNPB, 2023). 

Frekuensi bencana yang meningkat ini 

menimbulkan kerugian material, korban 

jiwa dan mengganggu rasa aman 

masyarakat. Tanah longsor adalah kejadian 

alam akibat pergerakan massa tanah atau 

batuan dengan berbagai variasi, seperti 

runtuhan batu atau gumpalan tanah yang 

besar (Ruyani, 2023). 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Kejadian Bencana 

Bencana Kota Semarang 2020 - 2023 

 

Sumber : Data yang telah diolah oleh 

penulis, 2025 

Topografi tanah di kota semarang 

yang cukup beragam dengan memiliki 

dataran rendah, dataran tinggi dan wilayah 

pesisir. Wilayah semarang atas memiliki 

morfologi perbukitan yang membuat 

wilayah tersebut rawan terjadinya tanah 

longsor. tanah longsor di Kota Semarang 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu rawan 
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gerakan tanah dan daerah sesar aktif. Tanah 

longsor ini terbagi menjadi beberapa 

wilayah kecamatan di Kota Semarang, 

yaitu kecamatan gunungpati, banyumanik.  

Tanah longsor di Kota Semarang 

dibagi menjadi 3 peta risiko tanah longsor, 

yaitu rendah, sedang dan merah. Kota 

Semarang secara rata rata terbagi menjadi 

peta risiko sedang yang di dominasi oleh 

kecamatan gunung pati, banyumanik, 

mijen, tembalang, ngaliyan dan sebagian 

kecamatan candisari. Penyebab terjadinya 

tanah longsor di Kota Semarang disebabkan 

oleh curah hujan tinggi, kondisi perbukitan 

dataran tinggi dan perubahan alih fungsi 

lahan dari kawasan hijau menjadi kawasan 

terbangun (Masyhuri et al., 2021). 

Perubahan penggunaan lahan tersebut 

berdampak langsung pada menurunnya 

daya serap air tanah dan meningkatkan 

risiko bencana tanah longsor.  

Gambar 1.2 Peta Risiko Bencana 

Longsor Kota Semarang 

 

Sumber : BNPB, 2025 

Kecamatan di Kota Semarang yang 

paling sering mengalami tanah longsor 

adalah kecamatan Gunungpati. Selama 

kurung waktu 2020 – 2023 Kecamatan 

gunungpati sering mengalami bencana 

tanah longsor dengan kategori risiko tinggi. 

Risiko tinggi ini didasarkan pada wilayah 

bahaya paling luas ketika terjadi bencana 

tanah longsor (BPBD Kota Semarang, 

2023). 

Peningkatan bencana tanah longsor 

di Kota Semarang yang disebabkan oleh 

sejumlah faktor yang mempengaruhinya . 

Faktor pertama beban tanah atau tekanan 

yang berasal dari bangunan di atasnya, 

faktor kedua kondisi lereng dengan tingkat 

kemiringan yang tinggi, dan faktor ketiga, 

yaitu curah hujan tinggi serta hilangnya 

vegetasi untuk menahan luncuran tanah 

(BPBD Kota Semarang, 2023).  

Hal ini ditunjukkan melalui adanya 

peta grafik potensi longsor yang diukur 

melalui 5 indikator, seperti luasan bahaya, 

jiwa terpapar, harga bangunan fisik, nilai 

ekonomi dan nilai lingkungan. Pada 

penelitian ini peneliti akan berfokus pada 

kecamatan gunung pati karena memiliki 

topografi perbukitan dan lereng curam yang 

menyebabkan tingkat kerawanan longsor 

relatif tinggi. Gunung pati termasuk 

wilayah semarang atas yang mengalami 

perubahan fungsi lahan sehingga rentan 
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terhadap bencana tanah longsor terutama 

saat curah hujan tinggi.   

Gambar 1.3 Grafik Potensi Longsor 

Tahun 2023 - 2027 

 

Sumber : Dokumen Rencana 

Penanggulangan Bencana Kota Semarang 

2023 - 2027 

BPBD Kota Semarang sebagai 

lembaga yang bertugas untuk 

melaksanakan penanggulangan bencana 

melalui peraturan daerah kota semarang 

nomor 13 tahun 2010 tentang 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Upaya penanganan pasca bencana belum 

optimal dilaksanakan karena keterbatasan 

sumber daya, belum lengkapnya pedoman 

teknis dan rehabilitasi rekonstruksi belum 

berjalan maksimal. Beberapa kasus di Kota 

Semarang di kelurahan manyaran belum 

mendapatkan penanganan pasca bencana 

yang optimal dan hanya bersifat sementara.  

Penanganan pasca bencana 

memerlukan koordinasi antar organisasi 

perangkat daerah, seperti Dinas Pekerjaan 

Umum, Dinas Sosial, Disperkim, 

Kecamatan dan kelurahan. Koordinasi 

dilakukan untuk pertukaran informasi, 

pembagian tugas, penyaluran bantuan 

sampai dengan perbaikan infrastruktur 

pasca bencana. Namun koordinasi masih 

menghadapi hambatan masalah 

administrasi, keterbatasan sumber daya dan 

belum optimalnya integrasi antar OPD 

sehingga penanganan pasca bencana belum 

optimal.  

Gambar 1.4 Longsoran Manyaran 

 

Sumber : Radar Semarang Jawa Pos, 2025 

Penelitian sebelumnya lebih banyak 

membahas tentang kolaborasi pemerintah, 

mitigasi dan tanggap darurat bencana. 

Penelitian ini berfokus pada koordinasi 

antar OPD dalam penanganan pasca 

bencana tanah longsor di Kota Semarang 

kecamatan gunungpati dan 

mengidentifikasi faktor penghambatnya.  

KERANGKA TEORI 

a. Manajemen Publik 

Manajemen publik adalah bidang 

interdisipliner ilmu yang menggabungkan 

fungsi manajemen yaitu perencanaan, 
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pengorganisasian, pengawasan, sumber 

daya manusia, keuangan fisik, informasi 

dan politik (Keban, 2022). Teori ini sesuai 

dengan penelitian ini karena koordinasi 

termasuk dalam teori manajemen yang 

terbagi menjadi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengarahan 

(staffing), penyusunan staf (directing), 

koordinasi (coordinating), pelaporan 

(reporting) dan penganggaran (budgeting) 

(Madjid, 2023). 

b. Koordinasi 

Koordinasi merupakan wewenang 

untuk mengarahkan, menyelaraskan, dan 

menyeimbangkan berbagai aktivitas yang 

berbeda – beda agar seluruhnya berjalan 

searah menuju pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan dalam jangka waktu 

tertentu (Ndraha, 2015). Teori ini 

membahas tentang koordinasi di ranah 

pemerintahan dan sesuai dengan penelitian 

ini yang membahas koordinasi antar 

organisasi perangkat daerah dalam 

penanganan pasca bencana.  

c. Tanah Longsor 

Longsor diartikan sebagai bentuk 

erosi yang menyebabkan pengangkutan dan 

pemindahan tanah dalam volume besar 

dalam satu waktu (Uca & Maru, 2019).  

Tanah longsor merupakan bencana yang 

paling sering terjadi di Kota Semarang 

rentang waktu 2020 – 2023.  

d. Indikator Koordinasi 

Penggunaan indikator koordinasi 

digunakan dalam rangka menganalisis 

keberhasilan koordinasi dan digunakan 

dalam koordinasi pemerintahan. Pada 

penelitian ini menggunakan teori dari 

taliziduhu ndraha yang menyebutkan 

terdapat 7 indikator koordinasi. Informasi, 

komunikasi dan teknologi. Kesadaran 

terhadap pentingnya koordinasi dari setiap 

pihak yang terlibat. Kompetensi 

stakeholders. Kesepakatan dan komitmen. 

Penetapan kesepakatan oleh pihak yang 

terlibat. Insentif koordinasi. Feedback 

(umpan balik).  

e. Faktor Penghambat Koordinasi 

Pada faktor penghambat koordinasi, 

peneliti menggunakan teori dari 

(handayaningrat, 2006) yang membagi 

hambatan koordinasi menjadi dua jenis 

yaitu hambatan koordinasi vertikal dan 

hambatan koordinasi horizontal. Hambatan 

koordinasi vertikal adalah hambatan yang 

muncul pada hubungan kerja antara atasan 

dan bawahan dalam struktur hierarki 

organisasi. Hambatan horizontal ini terjadi 

antar unit kerja atau pejabat yang memiliki 

kedudukan sejajar dan tidak berada dalam 

satu garis komando.  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam penelitian 

ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan di kantor BPBD 

Kota Semarang dan Kantor Dinas 
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Pekerjaan Umum Kota Semarang. 

Penentuan subjek penelitian menggunakan 

purposive sampling. Penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara, 

dokumentasi dan studi pustaka. Analisis 

hasil penelitian dan interpretasi melalui 

tahapan reduksi data, penyajian data dan 

pengambilan kesimpulan. Pengujian 

keabsahan data melalui triangulasi sumber.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1.1 Peranan OPD dalam 

Koordinasi Penanganan Pasca Bencana 

Tanah Longsor 

N

o 

Stakeholders/

OPD 

Peranan 

1 
BPBD Kota 

Semarang 

Leading Sector 

dan Koordinator 

utama : Menerima 

laporan, 

mobilisasi tim 

kedaruratan, 

melakukan rapid 

assessment, 

pemberian 

bantuan darurat, 

pengusulan BTT 

(bantuan tidak 

terduga), 

memfasilitasi 

komunikasi lintas 

OPD, memimpin 

rehabilitasi/rekons

truksi pasca 

bencana, seperti 

talud dan 

bronjong. 

2 
Kelurahan & 

Kecamatan 
Unit kewilayahan 

tingkat pertama : 

N

o 

Stakeholders/

OPD 

Peranan 

melaporkan 

kejadian, 

membuat surat 

pengusulan 

perbaikan dan 

rehabilitasi, 

pengumpulan data 

administratif 

korban dan 

memfasilitasi tim 

asesmen BPBD di 

lapangan. 

3 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum (DPU) 

Pelaksana teknis 

untuk saluran, 

drainase dan 

penggunaan alat 

berat dalam 

penanganan 

longsor yang 

berkaitan dengan 

infrastruktur. 

4 

Dinas 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman 

(Disperkim) 

Penanganan 

perbaikan 

permukiman dan 

pembangunan 

kembali 

rumah/perumahan 

yang terdampak 

longsor. 

5 
Dinas Sosial 

(Dinsos) 

Membantu BPBD 

dalam 

penyelenggaraan 

dapur umum, 

logistik 

pengungsian dan 

layanan selama 

tanggap darurat. 

6 
Badan 

Pengelola 

Keuangan Aset 

Verifikasi 

administrasi dan 

pencairan dana 

BTT berdasarkan 
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N

o 

Stakeholders/

OPD 

Peranan 

Daerah 

(BPKAD) 

pedoman 

pelaksanaan 

pemberian 

bantuan sosial 

terdampak 

bencana. 

7 
Dinas 

Kesehatan 

Pelayanan 

kesehatan saat 

kondisi darurat 

berupa 

(ambulance hebat) 

untuk penanganan 

korban bencana. 

8 

BPBD 

Provinsi/BPB

D Daerah 

Perbatasan 

Koordinasi lintas 

daerah bila 

kejadian 

memerlukan 

bantuan wilayah 

lain (misal pompa 

air atau alat 

kedaruratan yang 

lain). 

9 
Basarnas, 

BNPB (Pusat) 

Operasi pencarian 

dan penyelamatan 

korban, 

pendampingan 

kebijakan, 

bantuan logistik 

nasional. 

1

0 

Relawan 

(Tagana, KSB, 

FPRB) 

Pelapor awal 

kejadian bencana 

dan mitra 

komunikasi BPBD 

di tingkat wilayah 

kelurahan/kecama

tan. 

Sumber : Data yang telah diolah oleh 

penulis, 2025 

 

 

Indikator Koordinasi 

a. Informasi, komunikasi dan 

teknologi 

Komunikasi dalam koordinasi 

penanganan pasca bencana tanah longsor 

dimulai dari laporan masyarakat dan 

relawan, seperti KSB, TAGANA kepada 

BPBD Kota Semarang. Relawan di 

tingkat kelurahan kecamatan memiliki 

peran penting dalam penyampaian 

informasi awal terkait lokasi dan kondisi 

bencana. FPRB membantu proses 

komunikasi dan koordinasi antara relawan 

dan OPD teknis sehingga penanganan 

pasca bencana dapat dilakukan secara 

bersama dan terarah. Koordinasi antar 

OPD melibatkan pembagian peran masing 

masing dan penggunaan teknologi, seperti 

media sosial, platform lapor semar dan 

komunikasi forum FPRB 

b. Kesadaran terhadap pentingnya 

koordinasi setiap pihak yang terlibat 

Relawan memiliki peran penting 

dalam pelaporan awal kejadian tanah 

longsor di Kota Semarang sesuai wilayah 

masing masing. BPBD setelah menerima 

laporan akan melakukan penanganan 

sementara berupa pemberian terpal untuk 

mencegah perluasan longsoran. BPBD 

koordinasi dengan OPD terkait, seperti 

DPU, Disperkim, BPKAD, Kelurahan, 

Kecamatan dalam proses rehabilitasi, 

rekonstruksi dan penyaluran BTT 
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c. Kompetensi stakeholders 

Setiap OPD terlibat dalam 

penanganan pasca bencana untuk 

mendukung kelancaran penanganan pasca 

bencana. Koordinasi dilakukan untuk 

perbaikan infrastruktur dan penyaluran 

BTT. Koordinasi yang dilakukan masih 

bersifat situasional dan responsif, belum 

dilakukan secara rutin dan terjadwal. 

Kondisi ini menyebabkan penanganan 

pasca bencana cenderung bersifat reaktif 

dan belum optimal dalam mendukung 

penanganan permanen. 

d. Kesepakatan dan komitmen 

Kesepakatan formal sebenarnya 

telah ada melalui Peraturan Kepala BNPB 

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Sistem 

Komando Penanganan Darurat Bencana. 

Namun, penerapan peraturan tersebut di 

Kota Semarang belum berjalan optimal 

karena bencana longsor yang terjadi 

bersifat parsial sehingga status siaga darurat 

atau tanggap darurat tidak ditetapkan. 

Kondisi ini menyebabkan koordinasi lebih 

banyak dilakukan berdasarkan kesadaran 

masing masing stakeholders dan 

berpedoman pada tugas pokok serta fungsi 

OPD. 

e. Penetapan kesepakatan oleh pihak 

yang terlibat 

Kesepakatan koordinasi di BPBD 

Kota Semarang telah berjalan secara formal 

sesuai struktur organisasi. Dalam 

penanganan pasca bencana, bidang 

kedaruratan dan logistik terlebih dahulu 

melaksanakan penanganan darurat, 

kemudian dilanjutkan oleh bidang 

rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 

perbaikan infrastruktur dan pemberian dana 

BTT. Namun, pelaksanaan kesepakatan 

tersebut masih memiliki kendala karena 

proses penanganan dilakukan secara 

bertahap sehingga menimbulkan 

kekosongan penanganan pasca bencana dan 

menyebabkan perbaikan permanen belum 

berjalan optimal.  

f. Insentif koordinasi 

Koordinasi penanganan pasca 

bencana di Kota Semarang belum terdapat 

mekanisme sanksi yang mengikat. Forum 

Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan 

DPU Kota Semarang lebih mengedepankan 

kesadaran moral, kepedulian sosial, 

komitmen sukarela, serta teguran informal 

dalam pelaksanaan koordinasi. Dalam 

penanganan bencana, peran pimpinan 

seperti walikota dan kepala OPD menjadi 

penting untuk memastikan koordinasi tetap 

berjalan melalui evaluasi dan pengawasan 

di lapangan. Penerapan sanksi juga 

bergantung pada legalitas koordinasi, 

seperti adanya SK tanggap darurat atau SK 

siaga darurat yang memiliki kekuatan 

hukum.  

g. Feedback  

BPBD Kota Semarang telah 

melakukan evaluasi koordinasi melalui 
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evaluasi internal pada masing-masing OPD 

dan evaluasi makro yang melibatkan OPD, 

pemerintah provinsi, serta instansi pusat di 

daerah. Evaluasi dilakukan secara 

situasional, terutama saat kondisi siaga 

darurat atau tanggap darurat, dan sebagian 

hasil evaluasi dipublikasikan melalui media 

sosial sebagai bentuk transparansi.  

Evaluasi internal dilakukan untuk 

menilai efektivitas penanganan pasca 

bencana, termasuk penggunaan dana BTT 

dan pembangunan infrastruktur, seperti 

talud dan bronjong. Evaluasi ini bertujuan 

memastikan penggunaan anggaran berjalan 

sesuai aturan serta membantu pemerintah 

mengetahui kebutuhan masyarakat 

terdampak bencana. 

Faktor Penghambat Koordinasi 

a. Hambatan Koordinasi Horizontal 

Koordinasi BPBD Kota Semarang 

berjalan secara dinamis dan adaptif sesuai 

kondisi darurat bencana. Pimpinan BPBD 

berperan dalam memberikan arahan dan 

mengkoordinasikan penanganan pasca 

bencana, sedangkan pelaksana 

menjalankan tugas sesuai instruksi dan SOP 

yang telah ditetapkan. Namun, koordinasi 

vertikal masih menghadapi beberapa 

hambatan, seperti gangguan komunikasi 

akibat kerusakan infrastruktur, kondisi 

psikologis saat bencana terjadi, serta 

perbedaan tingkat pengetahuan dan 

keterampilan interpersonal. Perbedaan 

kemampuan dalam pendataan kerusakan 

rumah pasca longsor menyebabkan proses 

pelaporan dan penyaluran bantuan menjadi 

kurang optimal. Selain itu, kurangnya 

pelatihan dan simulasi juga mempengaruhi 

kesiapsiagaan personel dalam merespons 

situasi darurat secara cepat dan tepat. 

b. Hambatan Koordinasi Vertikal 

BPBD Kota Semarang berperan 

sebagai leading sector dalam 

mengkoordinasikan OPD lain, seperti 

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DPU, 

BPKAD, serta kelurahan dan kecamatan 

dalam penanganan pasca bencana tanah 

longsor. Koordinasi dilakukan dalam 

proses evakuasi, distribusi logistik, 

pelayanan kesehatan, hingga penyaluran 

bantuan. Namun, koordinasi horizontal 

masih menghadapi kendala berupa 

keterbatasan anggaran, perbedaan skala 

prioritas antar OPD, dan lemahnya integrasi 

fungsi sehingga berpotensi menimbulkan 

keterlambatan penanganan pasca bencana. 

Untuk mendukung koordinasi, BPBD 

memanfaatkan media sosial, grup 

WhatsApp, dan platform Lapor Semar 

sebagai sarana pertukaran informasi secara 

cepat. Selain itu, Forum Pengurangan 

Risiko Bencana (FPRB) juga membantu 

memperkuat sinergi antar stakeholder 

melalui pelibatan relawan, masyarakat, 

akademisi, dan dunia usaha dalam 

penanganan bencana berbasis komunitas. 
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KESIMPULAN 

Koordinasi antar OPD dalam 

penanganan pasca bencana tanah longsor di 

Kota Semarang dilakukan melalui koordinasi 

vertikal dan horizontal yang bersifat 

situasional dan responsif. BPBD Kota 

Semarang berperan sebagai leading sector 

yang mengkoordinasikan berbagai OPD 

sesuai tugas dan fungsinya mulai dari tahap 

pelaporan, tanggap darurat, rehabilitasi, 

hingga rekonstruksi. Koordinasi didukung 

melalui pemanfaatan teknologi komunikasi, 

seperti WhatsApp, media sosial, dan 

platform pelaporan kebencanaan serta 

pelibatan relawan dan Forum Pengurangan 

Risiko Bencana (FPRB). 

Koordinasi ditunjukkan melalui 

pertukaran informasi, komunikasi, 

pembagian tugas, penyaluran bantuan, 

rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. 

Namun, koordinasi belum berjalan optimal 

karena masih terdapat kendala pada 

kompetensi stakeholder, kesepakatan dan 

komitmen, serta penetapan kesepakatan 

antara pihak yang terlibat. Selain itu, 

koordinasi masih bersifat situasional, belum 

rutin dan terjadwal, integrasi informasi antar 

OPD belum optimal, serta proses birokrasi 

penyaluran dana BTT yang panjang 

menghambat penanganan pasca bencana. 

Hambatan vertikal terjadi akibat 

gangguan komunikasi saat kondisi darurat, 

kerusakan infrastruktur komunikasi, 

perbedaan pemahaman dan keterampilan 

personel, serta kurangnya pelatihan dan 

simulasi kebencanaan. Sementara itu, 

hambatan horizontal terjadi karena 

perbedaan prioritas antar OPD, lemahnya 

integrasi fungsi, keterbatasan anggaran, dan 

ego sektoral yang menyebabkan sinergi 

lintas sektor belum optimal dalam 

penanganan pasca bencana tanah longsor di 

Kota Semarang. 

SARAN 

a. Penyederhanaan prosedur birokrasi 

dalam pencairan dana BTT. BPBD dan 

BPKAD serta instansi kewilayahan 

kelurahan, kecamatan perlu 

memperkuat komunikasi dan 

penyederhanaan prosedur birokrasi 

agar masyarakat korban bencana dapat 

menerima bantuan dengan lebih cepat 

dan efisien. 

b. Penguatan integrasi komunikasi lintas 

sektor. Koordinasi harus dilakukan 

rutin antara BPBD dengan OPD lain 

seperti, DPU, Dinsos, Dinkes, 

BPKAD, kelurahan/kecamatan untuk 

menyamakan persepsi dan tujuan 

dalam penanganan pasca bencana 

tanah longsor di Kota Semarang serta 

pengembangan sistem informasi dalam 

pertukaran data, informasi antar OPD 

secara real time. 
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c. Pelaksanaan dan simulasi secara rutin 

dan terstruktur agar setiap personel 

mampu meningkatkan kesiapsiagaan 

personel saat terjadi bencana. Latihan 

ini melibatkan OPD, seperti DPU, 

Dinsos, Dinkes, BPKAD, 

kelurahan/kecamatan. 

d. Penyusunan jadwal koordinasi secara 

rutin dan terstruktur agar agenda 

koordinasi tidak bersifat situasional. 

Koordinasi ini melibatkan berbagai 

OPD dalam penanganan pasca bencana 

tanah longsor, seperti DPU, Dinsos, 

Dinkes,BPKAD,kelurahan/kecamatan.  
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